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PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang : a.

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

bahwa Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Kaio Tahun Anggaran 2A19 telah ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan
penlabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2Al9;
uaf,ira sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2Ol1 tenLng Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar rincian objek belanja

dalam-objek belanja UErXenan dan pergeseran antar objek belanja

d"alam .ienis belanjl berkenaan dilakukan dengan cara mengubah

peratuian kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan

ian belanja daerah sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya

dianggarkin dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan

.rrggu.i.tt pendapatan dan belanja daerah; 
-

bahwa sesuai d.rrgr"r, ketentuan Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224 IPKM.AT l2OL7 tentang

Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah

Daeiah, bahwa dalam men,rusun Rencana Komprehensif da"n/atau

Rencana Tahunan dan/atau RKA dan perubahan Rencana

Komprehensif dan/atau Rencana Tahunan dan/atau RKA,

gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa

terkoordinasi dengan Kementerian Teknis (BNPB) dan pelaksanaan

koordinasi dituangku.t dalam berita acara koordinasi;
bahwa berdasarkan ketentuan pada angka v.l7 Lampiran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang
pedoman Pen]rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2}lg, pemerintah daerah wajib menganggarkan

pendapat., yrrg bersumber dari dana transfer ke daerah yang

penggunaannya iudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai

peraturan perundang-undangan dan dalam hal penganggaran dana

iransfer ke daerah Jimaksrd p.rggunaannya tidak sesuai dengan

petunjuk teknis tahun berkenaar,-p.*"tintah daerah melakukan
p"rry"urrian atas penggunaan d.ana transfer dimaksud dengan cara

mellkukan perub"t 
"r, 

p"taturan kepala daerah tentang penjabaran

APBD dan diberitahrtr-r, kepada pimpinan DPRD mendahului

penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun

Arrgg"*r, zotg untuk selanjutnya ditampung dalam perubahan

APBD Tahun Anggaran 2OL9; 
e. bahwa...

b.

c.

d.



Mengingat

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Perubahan atas Paraturan Bupati Nomor 40 Tahun

2}lg tentang-Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL9;

1. Undang-undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonori Kabupaten-Kabupaten daiam Lingkungan Daerah

Propinsi Sumatera Uiara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor lO92l;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaian Neg-ara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomot 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2oo4 tentang Perbendaharaan

wegarallembarin Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 5,

fambakran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2oo4 tentang PemeriksarLaat'l
pengelo'laan dan Tanggung Jawab Keuangan Negarl pembaran

Negara Republik InJonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaa};
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2oo4 tentang sistem

perencanaan PEmbangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor aa2\;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang Perimbangan

Keuangan antira Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 126,

Tambahan t embaran N"gara Republik Indonesia Nomor 44381;

7. Undang-Undang Nomoi 12 Tahun 2ALl tentang Pembentukan
peraturan peiundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O{I Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagai_mana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2al9 tentang Perubahan atas

Undang-Undanf Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan
peraturan perirndang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OLg Nomor 1"83, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang Pemerintahan

Daeraf, (Lembaian Negara Republik Indonesia Tahun 2A14 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-

undang Nomor g Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

undang-Undang Nomor 2g tahun 2oL4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tamb ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor LgZ, Tambahan LJmbaran- Negara Republik Indonesia

Nomor a5751;
1O. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2olo tentang standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2olo Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Presiden Nomor L2g Tahun 2ol8 tentang Rincian

AnggaranPendapatandanBelanjaNegaraTahunAnggaran2oL9
(Lembaran ttegara Republik Indonesia Tahun 2ol8 Nomor 225\;

12. Petaturan...



12. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kalf terakhir den[an Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2OLl Nomor 310);
13.peraturan Menteri Keuangan Nomor 2241PKM.O7 l2ol7 tentang

Pengelolaan Hibah d.ari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah
Daeiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7

Nomor 19691;
14. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang

pedoman penyusunan Anggti"tt Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun 2}lg (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL8

Nomor 7Ol);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor O5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran

Daerah Kabupaten -Kr..o Tahun 2ot6 Nomor o5, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2Ol9 tentang
perubahan Anggaran iendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran ZOt{\tembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2OL9

Nornor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo

Nomor 04);
17. Peraturan Bupati Karo Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata cara

Pergeseran enggaran Pendapatan dan_Belanja Daerah Kabupaten

rari (Berita nJe-rah Kabupat-en Karo Tahun 2015 Nomor 37);

18. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

susunan organisasi, T\-rgas dan Fungsi, serta Tata Keqa Perangkat

Daerah (BerTta Daerah kabupaten k"ro Tahun 2A16 Nomor 35)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kato Nomor o4

Tahun 2ol7 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karo Nomor

35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas

dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah

Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 04);

19. Peraturan Bupati Karo Nomor 40 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan

Penjabaran Rnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Karo Tahun Trgg.rrtt ZOtg (Berita Daerah Kabupaten Karo

Tahun 2Ol9 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2OIg TENTANG PERUBAHAN

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 4: Tahun 2ol9 tentang

perubahan penjabaran AnggararL Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2}lg (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2alg Nomor 4o1 airruu-h sehingga berbunyi

sebagaimana tercantum datam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan BuPati ini.

Pasal II...



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dingan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Diteta.pkan di Kabanjahe
pada tanggal xA Novembet 2AL9

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di- Kabanj ahe
pada tanggal )f Novembet 2Ot9

UPATEN KARO,

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2Ot9 N0M0R 46


